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ABSTRAK

Pengaruh Kinerja Aparatur terhadap Pelayanan Publik Pada Sektor Kehutanan
dikota Bau-Bau (Dibimbing olen Prof. DR. Wempy Banga, M.Si dan
DR. Hasanuddin Boa, M.S).

Joni Karno
Universitas Terbuka UT-UPBJJ Kendari
J_karno@yahoo.co.id
Kata kunci: kinerja, pelayanan publik, aparatur

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang ‘semakin meningkat mau
tidak mau akan berdampak kepada tuntutan kemampuan aparatur‘birokrasi. Tuntutan
terhadap Kkinerja aparatur Dinas Pertanian dan Kehutanan=inenjadi persoalan yang
mendesak mengingat penanganan penyelenggaraan” pelayanan publik akan semakin
komplek dan dinamik. Karenanya rumusan masélalt datam penelitian ini difokuskan
pada 1). Bagaimana kinerja aparatur terhadap pelayanan publik sektor Kehutanan di
Kota Bau-Bau 2). Bagaimana upaya pemerintah dalam peningkatan kinerja terhadap
pelayanan publik pada sektor kehutanan/i Kota'Bau-Bau

Pendekatan yang digunakan¢/ dalani‘penelitian ini adalah pendekatan kualitatif
dengan berfokus pada kinerja, aparatur terhadap pelayanan publik pada sektor
kehutanan di Kota Bau-Bau{” Sampel dipusatkan pada aparatur Dinas Pertanian dan
Kehutanan Kota Bau-Bawtan.Pengusaha yang bergerak dibidang kehutanan. Proses
pengumpulan data diak@kan” dengan menggunakan teknik wawancara, teknik
observasi dan dokuméntasi. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan tiga
kriteria yaitu : 1)\ Kredibilitas, (2) Dependabilitas dan (3) Konfirmabilitas.
Sedangkan  Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif melalui tiga alur
kegiatan yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan yaitu : (1) reduksi data,
(2) penyadjian tlata dan (3) penarikan kesimpulan.

Analisis hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan publik yang dilakukan
oleh aparatur Dinas Pertanian dan Kehutanan di Kota Bau-Bau obyek penelitian
mempunyai kelebihan pada aspek keamanan pada saat memberikan pelayanan
penebitan dokumen dan permohonan penampungan dan penjuala kayu kepada
masayarakat/pengusaha serta perilaku atau sikap aparatur dalam berhadapan dengan
masyarakat terutama dalam menjalankan fungsi pelayanan. Namun jika dilihat dari
aspek teknis administrasi dan manajemen, kinerja aparatur Dinas Pertanian dan
Kehutanan Kota Bau-Bau tersebut tidak baik. Selain itu, kinerja yang ditunjukkan
Aparatur Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Bau-Bau (dalam penelitian ini adalah
Bidang Kehutanan ) yang belum baik, terutama jika dikaitkan dengan unsur-unsur
seperti, kualitas hasil kerja, dan tanggung jawab walaupun punya keunggulan pada
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unsur-unsur loyalitas dan kerja sama dengan sesama aparatur Dinas Pertanian dan
Kehutanan Kota Bau-Bau.

Sebagai kesimpulan, membuktikan bahwa kinerja aparatur Dinas Pertanian dan
Kehutanan penelitian ini terhadap pelayanan publik pada sektor kehutanan ternyata
terdapat kualitas layanan publik yang kurang baiki. Untuk itu disarankan dilakukan ;
(a) perbaikan kebijakan berkenaan dengan peningkatan kemampuan aparatur melalui
pendidikan dan latihan kejuruan tertentu, (b) memberikan pelatihan keterampilan
administrasi yang praktis (c) meningkatkan upaya pengadaan prasarana dan sarana.
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ABSTRACT

The aparature performance to public service of Agriculture dan Forestry
Departement in Bau-Bau City (guided by Prof. DR. Wempy Banga, M.Si and
DR. Hasanuddin Boa, M.Si)

Joni Karno,

J_karno@yahoo.co.id

Universitas Terbuka UT-UPBJJ Kendari

Key words : performance, aparature, gublic=service

The demand of society to service quality which progressively, reluctanly will
be affect to the demand of  Aparature Birocréasizability. Demand to aparature of
Agryculture and forestry departement pérfarmance become a matter in hand,
remember handling of management of/public_service will progressively complex
and dinamic. Therefore, this formulads focussed at 1) How the aparature performance
to public service of Agryculturé amd “forestry departement city. 2) How the
government effort in improvement “performance to public service of forestry sector in
Bau-Bau city..

Approach whichsused 1nthis research is qualitative approach by focused at
aparatur performaneesdo public services at forestry sector in Bau-Bau city. The
sampel is concentrated”on aparature of Agryculture and forestry departement
Bau-Bau city “and, the entrepreneur in forestry area. Process the data collecting is
done by using “interview technique and documentation technique. Checking of
authenticity isydone by 3 criterion that are: (1) Credibility, (2) Dependabilitas and (3)
Konfirmabilitas. The Analysis data conducted with descriptive technique through
three activity path which is one unity which each other interconnected that are: (1)
data discount, ( 2) presentation of data (3) withdrawal of conclusion.

Analysis the result of research is proving that the public service is done by
aparatur of Agryculture and forestry departement Bau-Bau city , the research obyek
have excellence at behavioral aspect or aparature attitude in dealing with societies
especially in running service function. But if seen from technical of management and
administration aspec, performance of aparatur Agryculture and forestry departement
Bau-Bau city is very low . Besides that, the performance which raised by aparature
of Agryculture and forestry departement Bau-Bau city (in this research is forestry
area) also show kualification which lower, especially if related to elements like
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discipline, quality of result work and responsibility although have excellence at
elements of loyalitas and cooperation with humanity of country sides aparature

Therefore suggested to be done are: (a) Repair of policy reference to
improvement of aparature ability through practice and educations, especially by
local government. ( b) giving the training of administration skill which is acceptable
and practical. (c) improving effort of levying fasilities and basic fasilities.
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BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Kinerja

Kata kinerja dalam bahasa inggrisnya adalah Performance. Menurut Philip
Babcock Gove (1966 : 1678), arti dari kata kinerja adalah_*The, act or process of
carrying out something: the execution of an action;.semething accomplished or

carried out; the ability to perform; capacity to achieve.a desired result.”

Penulis menterjemahkannya dalam bédhasa Indonesia sebagai berikut : kinerja
adalah perbuatan atau cara untuk .merighasilkan sesuatu atau pelaksanaan suatu
pekerjaan. Kinerja merupakan,Suatu ‘kenyataan yang telah terjadi atau hasil dari
sesuatu pekerjaan. Kinerja, juga-bisa berarti kecakapan, bakat, kemampuan dan

ketelitian untuk melakuKan sésuatu untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menuryt_pendapat Suradinata (1998 : 123), yang dimaksud dengan Kinerja
adalah: Hasil’ kerja seseorang yang dipengaruhi oleh latar belakang, lingkungan

budaya, keterampilan serta ilmu pengetahuan yang mencakup :

1. Kebijakan yang menyeluruh yang harus diketahui.
2. Kesesuaian antara pengetahuan, keterampilan dengan tugas yang menjadi

tanggung jawabnya.

17
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3.  Mengetahui mekanisme kerja serta ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

4. Mengetahui bagaimana melaksanakan pekerjaan yang dilakukan oleh
atasan dan diri mereka sebagai bawahan.

5. Memiliki pengetahuan, kemampuan dan keistimewaan atasan.

6. Mengerti perasaan orang lain yang berkaitan dengan tugas besama.

Sedangkan pengertian menurut Kusnadi (2002 : 264) ?Kinerja adalah setiap
gerakan, perbuatan, pelaksanaan, kegiatan atau tindakan.sadar yang di arahkan untuk
mencapai suatu tujuan atau target tertentu”. Tanpa_adanya kinerja berarti tidak ada
upaya untuk mencapai hasil atau target. Jikasmandsia mempunyai tujuan yang tidak
diiringi dengan kinerja maka manusia ‘befSangkutan hanya sekedar berangan-angan

yang tidak akan pernah wujud menjadiikenyataan.
Menurut Prawirosentono.ddalam Widodo Joko (2001 : 206) :

Kinerja merupakan’suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau
kelompok+orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan
tanggung._jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi
bersanigkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral
danetika:

Hal senada juga dikemukakan oleh Widodo Joko (2001 : 16) yang

menyatakan bahwa:

Kinerja merupakan hasil kerja dari pelaku kebijakan (birokrasi publik) dalam
melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diberikan, terutama

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

18
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Dalam tulisan ini, kinerja lebih ditujukan pada hasil yang dicapai dari
pelaksanaan kegiatan atau kerja sebagai operasionalisasi dari peran yang dimiliki dan
dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi Dinas Pertanian dan

Kehutanan Kota Bau-Bau.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan metode untuk menilai ;kemajuan yang telah
dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan® Pengukuran Kinerja
digunakan untuk penilaian atas keberhasilan, kegagalan” pelaksanaan kebijakan,
program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan/tujuan yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam Penelitian ini adalah

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Bau=Bau.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Mudana (1998 : 56) pada Kantor Samsat di
Kabupaten Malang mengatakan bahwa pelayanan aparatur pemerintah daerah dinilai
masih rendah seharusnya diperlukan beberapa kebijakan yang dapat meningkatkan

KemampuahSumberdaya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kaho dkk (2000 : 187) menyimpulkan bahwa
kurang optimalnya aparatur pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan
otonomi daerah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah ; (1) Kecilnya
kemampuan keuangan daerah, (2) Kurangnya kemampuan aparatur pemerintah
daerah, (3) Terlalu luasnya kewenangan daerah tingkat propinsi, (4) Keadaan infra

struktur yang tidak mendukung.

19
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



40851.pdf

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya kemampuan aparatur
pemerintah Kabupaten/Kota sebagai salah satu penyebab kurang mampunya
pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya secara optimal
dalam hal ini diperlukan pembinaan terhadap sumberdaya aparatur dengan salah
satunya melalui pendidikan dan pelatihan. Dalam tulisan ini, kinerja lebih ditujukan
pada hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan atau kerja sebagai operasionalisasi
dari peran yang dimiliki dan dilakukan seseorang atau sekelofmpok orang dalam
organisasi pemerintah atau SKPD .

Tingkat potensial kinerja suatu kelompok bergantung sebagian besar pada
sumber daya yang dibawa anggota individual dalanmsuatu kelompok. Dalam hal ini
aparatur Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota”Bau-Bau dalam organisasi Dinas
Pertanian dan Kehutanan Kota Bau=Bau.” Kinerja aparatur Dinas Pertanian dan
Kehutanan Kota Bau-Bau dapat'dilihat dari kemampuan mereka dalam menjalankan
tugas dan kewajibannya. /Halitu juga dikemukakan oleh Robbins Stephen P.
(1996 : 283), yang ményatakan bahwa “Bagian dari kinerja kelompok dapat
diramalkan dengan’menilai kemampuan intelektual dan relevan dengan tugas dari

anggota individualnya”.

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari suatu orgainisasi, maka dipandang
perlu untuk melakukan suatu kegiatan evaluasi (penilaian). Penilaian kinerja amat
penting bagi suatu organisasi, dengan kegiatan tersebut suatu organisasi dapat melihat

sampai sejauh mana faktor manusia dapat menunjang tujuan suatu organisasi. Melalui
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penilaian kinerja, organisasi dapat memilih dan menempatkan orang yang tepat untuk

menduduki suatu jabatan tertentu secara obyektif.

Pengukuran Kkinerja merupakan metode untuk menilai kemajuan yang telah
dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kkinerja
digunakan untuk penilaian atas keberhasilan, kegagalan pelaksanaan kebijakan,
program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam Periétitian ini adalah

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Bau-Bau.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhjkinérja

Dalam kenyataan sehari-hari ada beberapd faktor yang menghambat dalam
peningkatan kinerja itu sendiri. {Memtrut Dessler (1998:160), faktor yang
menghambat itu antara lain adalah “instruksi yang ambigu, kurang jelas tujuannya,
seleksi karyawan yang tidak.miernadai, tidak tersedianya alat dan satuan tenaga kerja
(manajemen) yang memusuhi.” Kusnadi (2002 : 276) menyatakan, berbagai kendala
yang akan menghadang individu untuk melakukan pekerjaan yang optimal, tinggi dan

baik adalah.sebagai berikut di bawah ini.

Ketiadaan (kekurangan) waktu.

Peralatan dan fasilitas yang ada tidak tepat.

Instruksi yang kurang jelas.

Tingkat kinerja yang diharapkan tidak wajar.

Otoritas formal yang ada tidak mencukupi.

Para individu tidak mempunyai rasa kerja sama yang tinggi.
Metode dan prosedur kerja didefinisikan dengan lemah.
Pembagian tugas yang kurang jelas dan tidak tegas.
Adanya saling himpit tugas.

—~SQ@ o oo o
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Untuk mencapai tingkat Kkinerja yang tinggi, setiap orang memerlukan
persyaratan atribut individual dimana atribut individual ini harus sesuai dengan upaya
kerja. “Upaya kerja adalah suatu daya atau potensi yang dimiliki atau yang ada pada
diri seseorang yang mungkin tidak sama antara individu yang satu dengan individu
yang lainnya” Kusnadi (2002 : 275). Sehingga adakalanya seorang individu tertentu
merasa termotivasi untuk melakukan pekerjaan sedangkan yang lainnya tidak.

Di dalam upaya kerja, faktor motivasi memegang peranan‘yaag sangat sentral
dan penting sehingga jika faktor motivasi ini rendah maka ‘akan dapat dipastikan

upaya kerja individu juga akan rendah.

4.  Peningkatan Kinerja Aparatur yangProfesional

Salah satu arah kebijakan dari\Peningkatan Aparatur Profesional Pemerintah
yang Profesional (Professignaly, Public Servant) antara lain, mengoptimalkan
kemampuan aparatur serta’melakukan berbagai upaya terpadu untuk meningkatkan
fungsi pelayanan-puhlik;yang dijabarkan dalam program aksi dan indikator kinerja

sebagai beriKut:

1. Peningkatan kemampuan aparatur dalam segi profesionalisme, dedikasi,
motivasi, disiplin dan sikap mental yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

2. Transparansi berbagai bentuk peraturan dan kebijakan terutama yang terkait

dengan fungsi pelayanan publik.
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3. Peningkatan visi aparatur untuk memperkuat penerimaan daerah dalam rangka
otonomi.
4. Peningkatan sikap pelayanan dengan perlakuan yang sama terhadap semua

golongan masyarakat dan dunia usaha.

5. Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah salah satu jenis pelayanan ,yang+-diberikan oleh
organisasi publik kepada rakyat sehingga dalam organisasi, pemerintah pelanggan
adalah rakyat yang membutuhkan pelayanan _darit,_pemerintah., karena pada
hakekatnya pemerintah yang demokratis lahir tintdk /méelayani warganya, Osborne dan
Gaebler. (1995 : 192).

Adapun menurut Keputusan Mefipan No. 81/1993 disebutkan bahwa profil

pelayanan adalah sebagai berikut.

1. Sederhana, pfudah, lancar dan tidak berbelit-belit.

2. Jelas darpasti-dalam tata cara persyaratan.

3. Aman, proses dan hasil pelayanan umum dapat memberi keamanan,
kenyamanan dan kepastian hukum.

4. Terbuka dalam segala hal.

5. Ekonomis.

6. Efisiensi.

7. Adil dan merata.

8. Tepat waktu.
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Masyarakat sebagai konsumer produk-produk pemerintahan berhadapan dengan
pemerintah sebagai produser dan distributor dalam posisi sejajar, yang satu tidak
berada di bawah yang lain. Oleh karena itu posisi yang diperintah sebagai konsumer
erat sekali berkaitan dengan posisi sovereign. Melalui posisi sebagai sovereign,
masyarakat memesan, mengamanatkan, menuntut dan mengontrol pemerintah,
sehingga jasa publik dan layanan sipil bisa dirasakan oleh setiap orang pada saat

dibutuhkan dalam jumlah dan mutu yang memadai.

Istilah governance menunjukkan suatu proses di 4narig vakyat bisa mengatur
ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosidly dar politiknya tidak hanya
dipergunakan untuk pembangunan, tetapi jugasdhtuk menciptakan kohesi, integrasi,
dan untuk kesejahteraan rakyat. Dengamdemikian, bahwa kemampuan suatu negara
mencapai tujuan negara sangat terganting pada kualitas tata kepemerintahan di mana
pemerintah melakukan interaksi.dengan sektor swasta dan sektor ketiga. Kualitas tata
kepemerintahan akan ,dapat dicapai apabila didukung oleh birokrasi yang bersih,
berwibawa dan prafesional. Untuk dapat demikian, maka governance harus diawali
dari upaya aeraricang bangun perumusan kebijakan, proses implementasi kebijakan

dan evaluasi kebijakan.

Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah, baik secara langsung
maupun melalui berbagai lembaga mempengaruhi kehidupan masyarakat
Peter, (1984 : 231), dengan definisi ini ada tiga tingkat pengaruh kebijakan publik
terhadap kehidupan masyarakat, yaitu : 1). pada tingkat pertama, adanya pilihan

kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah, atau yang
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lain yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan
warga masyarakat, adapun keputusan ini dibuat oleh anggota legislatif, Presiden,
Gubernur, administrator serta pressure groups, yang dimunculkan pada level ini
adalah sebuah kebijakan terapan. 2). pada tingkat kedua, adanya output kebijakan.
Pilihan kebijakan yang sedang diterapkan pada tingkat ini membuat pemerintah
melakukan pengaturan, menganggarkan, membentuk personil dan membuat regulasi
dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan rijasyarakat; 3) pada
tingkat ketiga, adanya dampak kebijakan yang merupakan, efek” pilihan kebijakan
yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Lebih lanjdt ménurut Peter (1984 : 58)
dalam penerapannya kebijakan publik tersébut “memiliki berbagai instrument
kebijakan yaitu; 1) Hukum; 2) Pelayanan/Jasa;3) Dana; 4) Pajak; dan 5) Persuasi
yang digunakan bila instrumen lain gagal.mémpengaruhi masyarakat.

Kebijakan publik menurutsDye; (1978 : 26) didefinisikan sebagai whatever
governments choose to<de-arnot to do (apapun yang dipilih pemerintah untuk
dilakukan atau tidak “dilakukan), selanjutnya Dye (dalam Islamy, 1994 : 35)
menyatakan <bilaypemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada
tujuan  (Ohjektifnya), dan kebijakan publik itu harus meliputi semua tindakan
pemerintah, jadi bukan hanya perwujudan keinginan pemerintah atau pejabat
pemerintahan saja.

Sesuatu yang dilakukan pemerintah dengan tujuan tertentu juga merupakan
kebijakan publik, hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah
akan memiliki dampak yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh

pemerintah, hal yang dilakukan pemerintah tersebut dapat digolongkan menjadi
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4 sifat yaitu organisasional, regulatif, diskriminatif dan ekstraktif. Selanjutnya oleh
W. Dunn (dalam Wibawa, 1994 : 50) menyatakan bahwa kebijakan poublik adalah
serangkaian pilihan tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak bertindak)
guna menjawab tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Menurut James E Anderson (dalam Islamy, 1994 : 45) kebijakan publik adalah
kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat
pemerintah, implikasi dari pengeritan kebijakan publik ini adalah : 1). Bahwa
kebijakan publik sesalu mempunyai tujuan tertentu ataw, ‘mempunyai tindakan-
tindakan yang berorientasi pada tujuan; 2). Bahwa kebijakan tersebut berisi tindakan-
tindakan pejabat pemerintah; 3). Bahwa kebijakan “ita merupakan apa yang benar-
benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih
dimaksudkan pemerintah untuk dilakukan; 4) Bahwa kebijakan publik itu bisa
bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah
tertentu, atau bersifat negatif.dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah
untuk tidak melakukan‘sgstatu; dan 5) Bahwa kebijakan pemerintah setidak-tidaknya
dalam artiyang “positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat
memaksa (etoritarif).

Sejalan dengan hal tersebut David Easton (dalam Dye, 1978 : 213)
mendefinisikan arti kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa
dan syah kepada seluruh anggota masyarakat, sehingga hanya pemerintah saja yang
syah dapat melakukan sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk
melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai kepada

masyarakat. Menurut Dunn (1994 : 123) kebijakan publik merupakan rangkaian

26
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



40851.pdf

pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk
bertindak) yang dibuat olen badan dan pejabat pemerintah, yang kemudian
diformulasikan di bidang-bidang isu kebijakan.

Menyimpulkan beragam pengertian mengenai kebijakan publik di atas Islamy
(1994 : 88) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang
ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mepunyai
tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan ‘Seluruh masyarakat,
implikasi pengertian tersebut adalah ; 1). Kebijakan publik ¥u tentuk perdananya
adalah penetapan tindakan-tindakan pemerintah; 2). Kebijakan publik itu tidak cukup
hanya dinyatakan tapi juga dilaksanakan dalain bentuk nyata; 3). Setiap kebijakan
publik dilandasi denganmaksud dan tujuan tertentu; 4). Kebijakan publik pada

hakekatnya ditujukan untuk kepentingam-S€tdruh masyarakat.

7. Konsep Kualitas‘Pelayanan

Konsep tentang kualitas itu sendiri oleh Goetsh dan Davis (dalam Tjiptono,
1996 : 51) diartikansebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk,
jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan berbeda
halnya dengan Ibrahim (1997 : 1) yang mendefinisikan kualitas sebagai suatu strategi
dasar bisnis yang menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan
kepuasan internal dan external, secara eplixit dan implisit.

Sedangkan Gazpersz (1997 : 4) membedakan pengertian kualitas dalam dua
pengertian, yaitu :

Definisi konvensional dan definisi strategik. Definisi konvensional dari
kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk
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seperti : performansi (performance), keandalan (reliability), mudah dalam
penggunaan (easy of use), estetika (esthetics) dan sebagainya. Sedangkan
definsi strategik menyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang
mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of
costumers).

Mengacu kepada kedua definisi tersebut, sehingga menurut Gaspersz
(1997 : 5) bahwa :

Pada dasarnya kualitas mengacu kepada keistimewaan pokok, baik
keistimewaan langsung maupun Kkeistimewaan aktraktif yang memenuhi
keinginan dan kepuasan pelanggan serta segala sesuatiryyang bebas dari
kekurangan dan kerusakan.

Triguno (1999 : 76) mendefinisikan kualitas sebagai,;

Suatu standar yang harus dicapai oleh seorang/elompok/lembaga/ organisasi
mengenai kualitas sumber daya manusid, kuatitas cara kerja, proses dan hasil
kerja atau produk yang berupa Marang dan jasa. Selanjutnya ia juga
mengatakan bahwa berkualitas imemputnyai arti memuaskan kepada yang
dilayani, baik internal maupun eksternal, dalam arti optimal pemenuhan atas
tuntutan/persyaratan pelanggarn/masyarakat.

Garvin (dalam Loveloek,\1924 : 1993) memahami perbedaan pengertian
kualitas dari berbagai aliliskarena itu Garvin mengelompokkan pengertian kualitas
tersebut dalam lima\petspektif, dimana kelima macam perspektif inilah yang bisa
menjelaskan4mengdpa kualitas bisa diartikan secara beraneka ragam oleh orang yang
berbeda dalam situasi yang berlainan. Kelima macam perspektif kualitas tersebut
menurut Garvin adalah sebagai berikut.

1. Transcedental Approach, yang memandang kualitas sebagai innate
excellence, dimana kualitas dapat dirasakan atau diketahui, tetapi sulit
didefinisikan dan dioperasionalkan.

2. Product based approach, yang menganggap bahwa kualitas merupakan
karakteristik atau atribut yang dapat dikuantifikasikan dan dapat diukur.

3. User based approach, yang memandang bahwa kualitas tergantung
kepada orang yang memandangnya, sehingga produk yang paling
memuaskan preferensi seseorang merupakan produk yang berkualitas

paling tinggi.
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4. Manufacturing based approach, yang memandang bahwa kualitas sebagai
kesesuaian/sama dengan persyaratan (comformance to requirements).
Dalam sektor jasa, dapat dikatakan bahwa kualitasnya bersifat operations
driven.

5. Value based approach, yang memandang kualitas dari segi nilai dan harga
dengan mempertimbangkan trade off antara kinerja dan harga, kualitas
didefinisikan sebagai "affordable exellence".

Berdasarkan uraian di atas, Garvin menyimpulkan bahwa pada hakekatnya
kualitas akan mengacu pada kreteria sebagai berikut.

1) Kondisi produk/jasa

2) Strategi dasar yang menghasilkan jasa

3) Karakerisitik Produk

4) Keistimewaan produk yang bebas dari kekurangan,dan kerusakan

5) Standard yang harus dicapai.

Kelima kriteria tersebut pada akhiriaya“dtarahkan untuk memenuhi dan
memuaskan pelanggan/costumer atau “atdagyarakat. Dalam hal ini kualitas suatu
produk atau jasa hanya dapat ditentukan oleh pelanggan sendiri, karena merekalah
yang merasakan produk atat=jasa-yang dihasilkan oleh suatu organisasi baik bisnis
maupun publik. Oleh{karena itu kualitas selalu berfokus pada pelanggan (Customer
Focused Quality):

Kualitas pada dasarnya terkait dengan pelayanan yang terbaik, yaitu suatu sikap
atau cara karyawan dalam melayani pelanggan atau masyarakat secara memuaskan.
menurut Triguno (1999 : 78) pelayanan yang terbaik, yaitu "melayani setiap saat,
secara cepat dan memuaskan, berlaku sopan, ramah dan menolong, serta profesional
dan mampu".

Menurut Tjiptono (1996 : 58) secara garis besar ada empat unsur pokok yang

terkandung di dalam pelayanan yang unggul (service excellence), yaitu :
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1). Kecepatan, 2). Ketepatan, 3) Keramahan, 4). Kenyamanan.

Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, artinya
pelayanan menjadi tidak excellence bila ada komponen yang kurang. Kualitas jasa
atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang
pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi)
yang bersangkutan.

Selanjutnya Wyckof (dalam Tjiptono, 1996 : 59) mengartikamykualitas jasa atau
layanan, yaitu :

Tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan
tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan®. “Ini berarti, bila jasa atau
layanan yang diterima (perceived servige)ssesuai dengan diharapkan, maka
kualitas jasa atau layanan dipersepsikaribaik/tan memuaskan, jika kualitas jasa
atau layanan yang diterima lebih rendah“dari yang diharapkan, maka kualitas
jasa atau layanan akan dipersepsikanBuruk.

Dengan demikian, fungsi/pemerintah bukan hanya terbatas pada aktivitas
pemberian pelayanan kepadd )masyarakat, tetapi juga harus menjamin bahwa
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tersebut betul-betul berkualitas.

Berdasarkdn, sendi-sendi kualitas pelayanan kepada masyarakat tersebut, maka
secara umunisendi-sendir tersebut telah mencerminkan karakteristik pelayanan yang

diinginkan pelanggan yaitu pelayanan yang lebih cepat (faster), lebih murah

(cheaper) dan lebih baik (better) (Gazperzs, 1997 : 12)

8. Manfaat dan faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Pelayanan.
Mengingat arti pentingnya kualitas pelayanan, banyak para pakar yang
berpendapat bahwa manfaat yang dapat diraih dari menciptakan dan mempertahankan

kualitas pelayanan jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk meraihnya
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atau biaya akibat dari kualitas pelayanan yang buruk, bahkan kualitas pelayanan yang
unggul saat ini, dipandang sebagai sarana untuk meraih keunggulan dalam
persaingan.

Sejalan dengan hal tersebut, Tjiptono (1996 : 54) mengemukakan bahwa :

Kualitas memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan, selanjutnya
kepuasan pelanggan dapat menciptakan kesetiaan atau loyalitas pelanggan
kepada perusahaan yang memberikan kualitas yang memuaskan.

Lebih lanjut Tjiptono (1996 : 79) mengemukakan manfaat kualitas jasa atau

pelayanan yang unggul, yaitu :

Hubungan perusahaan dan para pelanggannyasmenjadi-harmonis;
Memberikan dasar yang baik bagi pembelian uifang;

Dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan;

Membentuk rekomendasi dari mulut ke “mulut (word of mouth) yang
menguntungkan bagi perusahaan;

5. Laba yang diperoleh dapat meningkat.

PwnE

Dalam kaitannya dengan pelayamariyang dilakukan oleh aparat pemerintah,
Rasyid (1997 : 3-4), mengemiukakan manfaat yang diperoleh dari optimalisasi
pelayanan yang efisien danadil, yaitu :

Secara langsung dapat merangsang lahirnya respek atas sikap profesional para

birokrat seéhagai -abdi masyarakat (servant leaders). Pada tingkat tertentu

kehadiran..birokrat yang melayani masyarakat secara tulus akan mendorong
terpelifaranya iklim kerja keras, disiplin dan kompetitif.

Dengann demikian melalui pelayanan yang baik selain bermanfaat bagi
masyarakat juga bermanfaat terhadap citra aparat pemerintah itu sendiri. mengingat
akan semakin pentingnya kualitas pelayanan, untuk itu organisasi publik perlu
melakukan identifikasi terhadap produk atau jenis-jenis pelayanan, serta faktor-faktor

yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan. Menurut LAN-RI (1990 : 35) bahwa :

Kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan
tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dari sistem kemampuan
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kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan dalam mendorong,
menumbuhkan serta memberikan pengayoman terhadap prakarsa dan
pemenuhan kebutuhan pelaksanaan dan kewajiban masyarakat.

Sejalan dengan fungsi pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah,
Kristiadi (1994 : 135) menyatakan bahwa "profesionalisme aparatur mutlak
diperlukan seiring dengan pendayangunaan kelembagaan dan ketatalaksanaannya".
Lebih lanjut Albrecht dan Zemke (dalam Simbolon, 1998 : 9) menyebutkan ciri
pelayanan organisasi publik, yaitu harus memiliki :

(1) susunan strategi pelayanan yang baik; (2) orang-orang. dilevel operasional

yang memiliki orientasi yang tinggi kepada pelanggan; (3) sistem yang tidak

menyulitkan para pelanggannya.

Dari berbagai faktor yang mempengaruhi ~kualitas pelayanan kepada
masyarakat, faktor manusia dan sistem merupakan faktor yang sangat menentukan.
Hal ini dinyatakan oleh Thoha (1995~.7181) bahwa "Kualitas pelayanan kepada
masyarakat sangat tergantung.kepada individual actors dan sistem yang dipakai".

Dengan demikian, 4intuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,

maka pemberdayaansierhadap para pelaku birokrasi kearah penciptaan

profesionalisme.pegawai menjadi sangat menentukan.

9. Dimensi-dimensi Kualitas Pelayanan
Menurut Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) (dalam Hidayat dan
Sucherly, 1986 : 86)

Sektor pemerintah termasuk dalam sektor jasa". Pengalaman melakukan
pengukuran terhadap kualitas jasa atau pelayanan menunjukkan adanya
kesulitan, terutama dalam mengukur produk jasa yang dihasilkan. Hal ini
dikarenakan keluaran sektor pemerintah yang berupa jasa pelayanan terhadap
masyarakat banyak jenis atau ragamnya, sehingga sulit dikuantifikasikan serta
dinilai dengan harga.
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Demikian pula dengan penilaian terhadap kualitas jasa atau pelayanan akta
catatan sipil, umumnya lebih kompleks dan sulit dilakukan, dibandingkan dengan
menilai kualitas produk barang. Namun meskipun begitu bukan berarti kualitas jasa
tersebut tidak dapat diukur. Saat ini kriteria-kriteria pokok penilaian terhadap kualitas
jasa atau pelayanan secara umum telah banyak diteliti dan diungkapkan oleh lembaga
penelitian maupun oleh banyak pakar.

Berkaitan dengan itu, dalam LAN-RI No. 8 (1992 : 3) dikemukakan bahwa
pelayanan yang baik kepada masayarakat ditentukan oleh dua, faktor utama, yaitu :

1. Adanya sense of public service, yaitu kesadararn(untuk memberikan layanan)
umum atau publik, yang dilandasi oleh rasagengabdian yang mendalam;
2. Kemampuan dan keterampilan manajerial.

Selanjutnya Zeithami (1990 ,: Z4).mengemukakan lima dimensi pokok untuk
menilai kualitas jasa atau pelayanan, yaitu :

1. Bukti langsungi(tangibles): meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai,

dan sarana komunikasi.

2. Keandalan (reliability) : yakni kemampuan memberikan pelayanan yang

dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.

3. Daya-tanggap (responsiveness) : yaitu keinginan para staf untuk membantu

para,pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.

4. Jaminan (assurance) : mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan

sifat yang dapat dipercaya, bebas dari bahaya, resiko atau keraguan-raguan.

5. Empati : meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi

yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan pelanggan.

Pendapat lainnya tentang kriteria atau dimensi kualitas pelayanan, dikemukakan
oleh Gronross (dalam Tjiptono, 1996 : 73) yang meliputi tiga kriteria pokok, yaitu

outcome-related, proces-realated, dan image-related. Ketiga Kkriteria tersebut

selanjutnya dijabarkan dalam enam unsur sebagai berikut.
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1.  Profesionalism and Skill : penyedia jasa, karyawan, sistem operasional, dan
sumber daya fisik, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
untuk memecahkan masalah pelanggan secara profesional.

2.  Attitudes and Behavior : karyawan perusahaan menaruh perhatian dan
berusaha membantu dalam memecahkan masalah mereka secara spontan
dan senang hati.

3. Accessibility and Flexibility : penyedia jasa, lokasi, jam kerja, karyawan dan
sistem operasionalnya, dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa,
sehingga pelanggan dapat melakukan akses dengan mudah.

4. Reliability and Trustworthiness : kepercayaan pelanggan terhadap segala
sesuatunya kepada penyedia jasa beserta karyawan dan sistemnya.

5. Recovery : segera mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi dan
mencari pemecahan yang tepat, bila ada kesalahan atali"sesuatu yang tidak
diharapkan.

6. Reputation and Credibility : operasi dari penyediayjasa dapat dipercaya dan
memberikan nilai atau imbalan yang sesuai deagan pengorbanannya.

Berdasarkan komponen-komponen di atas,dapat disimpulkan bahwa output jasa
dan cara penyampaian merupakan aspek-aspek, yang dapat digunakan untuk menilai
atau mengukur kualitas jasa. Pengukuran.terhadap kualitas jasa berarti mengevaluasi
atau membandingkan Kinerja «suaty jasa dengan seperangkat standar yang telah
ditetapkan. Salah satu coptoh Kriteria atau dimensi kualitas jasa yang dikemukakan di
atas, akan digunakansgula untuk menilai produk kualitas jasa atau pelayanan akta
yang dihasilkah, oleh”Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Donggalay, yahg meliputi bukti langsung, keandalan, daya tanggapan, jaminan dan

empati.

10. Pengukuran Kualitas Layanan Publik

Pada hakekatnya manfaat yang dapat diraih dari menciptakan dan
mempertahankan kualitas pelayanan jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan

untuk meraihnya atau biaya akibat dari kualitas pelayanan yang buruk. Bahkan
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kualitas pelayanan yang unggul saat ini, dipandang sebagai sarana untuk meraih
keunggulan dalam persaingan, seperti yang dikemukakan oleh Tjiptono (1996 : 54)
berikut :
Kualitas memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan, selanjutnya
kepuasan pelanggan dapat menciptakan kesetiaan atau loyalitas pelanggan
kepada perusahaan yang memberikan kualitas yang memuaskan
Lebih lanjut Tjiptono (1996 : 79) mengemukakan manfaat-kualitas jasa atau
pelayanan yang unggul, yaitu :
1. Hubungan perusahaan dan para pelanggannyd merijadi harmonis;
2. Memberikan dasar yang baik bagi pembelian.tang;
3. Dapat mendorong terciptanya loyalitaS pelanggan;
4. Membentuk rekomendasi dari piulutsKe” mulut (word of mouth) yang

menguntungkan bagi perusahaan;
. Laba yang diperoleh dapat meénifigkat.

o1

Dalam kaitannya dengan gelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah,
Rasyid (1997 : 3-4), mengemukakan manfaat yang diperoleh dari optimalisasi
pelayanan yang efisiefi dan‘adil, yaitu :

Secara lahgsurg dapat merangsang lahirnya respek atas sikap profesional para
birokrat.Sebagai abdi masyarakat (servant leaders). Pada tingkat tertentu
kehadiran birokrat yang melayani masyarakat secara tulus akan mendorong
terpelihdranya iklim kerja keras, disiplin dan kompetitif.

Dengan demikian melalui pelayanan yang baik selain bermanfaat bagi
masyarakat juga bermanfaat terhadap citra aparat pemerintah itu sendiri. mengingat
akan semakin pentingnya kualitas pelayanan, untuk itu organisasi publik perlu

melakukan identifikasi terhadap produk atau jenis-jenis pelayanan, serta faktor-faktor

yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan. Menurut LAN-RI (1990 : 35) bahwa :
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Kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan tingkat
efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dari sistem kemampuan kelembagaan,
kepegawaian dan ketatalaksanaan dalam mendorong, menumbuhkan serta
memberikan pengayoman terhadap prakarsa dan pemenuhan kebutuhan
pelaksanaan dan kewajiban masyarakat.

Sejalan dengan fungsi pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah,
Albrecht dan Zemke (dalam Simbolon, 1998 : 9) menyebutkan ciri pelayanan
organisasi publik, yaitu harus memiliki :

(1) susunan strategi pelayanan yang baik;
(2) orang-orang dilevel operasional yang memiliki “orientasi yang tinggi

kepada pelanggan;

(3) sistem yang tidak menyulitkan para{petariggannya.

Dari berbagai faktor yang rmeffiperigaruhi kualitas pelayanan kepada
masyarakat, faktor manusia dan/Sistem merupakan faktor yang sangat menentukan.
Hal ini dinyatakan oleh Thefia (1995 : 181) bahwa "Kualitas pelayanan kepada
masyarakat sangat tefgantung kepada individual actors dan sistem yang dipakai”.
Dengan demikiah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka
pemberdayaan “terhadap para pelaku birokrasi kearah penciptaan profesionalisme
pegawai menjadi sangat menentukan.

Untuk mengetahui ukuran yang dipertimbangkan publik dalam menilai kualitas
pelayanan, Rene T. Domingo (dalam Triguno 1999 : 77) mengemukakan bahwa
dimensi kualitas pelayanan dapat diukur melalui waktu, ketepatan, kehormatan,

kepekaan, kelengkapan, kesiapan, kenyamanan dan lingkungan.
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Pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu bentuk interaksi atau hubungan
antara penyedia layanan dan penerima layanan. Dengan kata lain dalam hubungan
pemerintahan terkandung makna adanya organisasi yang memerintah dan masyarakat

yang diperintah.

Tjiptono ( 1996 : 58 ) menyebutkan bahwa kualitas layanan yang baik akan
memberikan kepuasan masyarakat, dan akan menciptakan loyalitas masyarakat
kepada kostitusi tersebut. Unsur-unsur pokok dalam pelayanap’ yang baik yaitu
kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan merypakarn Satu kesatuan yang
terintegrasi dengan struktur tertentu.

Wyckof (dalam Tjiptono, 1996 : 59) menanibahkan bahwa efektifitas pelayanan
publik, tingkat keunggulannya dinilai dari_persepsi publik terhadap kualitas layanan,
bukan hanya dari nilai standar yang\dilentuk institusi. Lebih jauh, dalam konteks
mutu pelayanan publik oleh”dparatur pemerintah di Indonesia, sebagaimana diatur
dalam Inpres Nomor 1 akun 1995, disebutkan sebagai berikut :

1. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur/tatacara pelayanan
diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat tidak berbelit-belit, mudah
dipahiari’dan mudah dilaksanakan.

2.Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian
miengenai prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, unit kerja atau
pejabat yang bertanggung jawab melayani, rincian biaya/tariff dan tatacara
pembayaran, jadwal pelayanan, hak dan kewajiban pelayanan dan pelayan,
pejabat yang menerima keluhan.

3. Keamanan, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan dapat
memberikan keamanan dan kenyamanan serta memberikan kepastian
hukum.

4. Keterbukaan dalam arti bahwa semua proses pelayanan wajib
diinformasikan kepada masyarakat.

5. Efisien, dalam arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-
hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dan
harus dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan.
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6. Ekonomis, dalam arti bahwa pengenaan biaya pelayanan harus ditetapkan
secara wajar.

7. Keadilan yang merata, dalam arti cakupan/jangkauan pelayanan harus
terdistribusi secara merata.

8. Ketepatan waktu, dalam arti bahwa pelaksanaan pelayanan umum dapat
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Dalam pemberian layanan publik, terdapat berbagi faktor yang sangat
mempengaruhi kualitas pelayanan. Thoha (1995 : 181) menekankan pada faktor
manusia (individual factor) dan sistem yang dipakai dalam mekanisme pelayanan.
Sementara itu Kaho (1997 : 75) mengidentifikasi beberapafaktor  yang
mempengaruhi terhadap Kinerja aparat yaitu : (1) faktorfinansial, (2) faktor individu,
(3) faktor kewenangan dan (4) faktor pendukung (misaaya infrastruktur).

[lham (1998 : 87) dalam penelitian “yarig dilakukannya pada PDAM

Kab.Malang mencatat faktor lainnya-yang signifikan mempengaruhi kualitas

pelayanan publik yaitu motivasi kexja (insentif) serta pendidikan dan pelatihan.

Pengertian tersebutssalah/satu obyek kegiatan publik adalah layanan publik
yang dikaji berdasarkan Kkinerja. Bagaimana masyarakat menilai kualitas layanan
tersebut, Parasuraman” dkk. (dalam Hendrasti, 1999 : 60) mengemukakan bahwa
untuk membeli Aayanan yang berkualitas, badan publik/perusahaan mengacu pada

alur pikir operasi manajemen sebagaimana tampak pada gambar berikut :
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Gambar 2. 1 : Alur Pikir Operasi Manajemen

Komunikasi Kebutuhan Pengalaman
Dari mulut ke Masa Lalu
l + Kualitas
layanan yang
diterima lebih
Layanan baik dari yang

Yang diharapkan

A 4

giharapkan.

s Kualitas
Dimensi (" layanan yang
Kualitas o 7l  diterima sama
dengan yang
laludiharapkan.

Layanan
Yang diterima

A 4

% Kualitas
layanan yang
diterima lebih
rendah dari yg
diharapkan

Sumber : Hendrasti (1999 60)

Dari_bagan tersebut tampak bahwa masyarakat dalam menilai kualitas layanan
tergantung pada bagaimana harapan masyarakat terhadap layanan dibandingkan
dengan layanan yang diterima sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas layanan
dinilai baik dan memuaskan. Jika layanan yang diterima melampaui harapan
masyarakat, maka layanan dinilai memiliki kualitas yang sangat ideal. Sebaliknya
jika layanan yang diterima masyarakat lebih rendah dari yang diharapkan, maka

kualitas layanan dinilai buruk.
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11. Hubungan Teoritis Antara Kinerja Aparatur Dengan Kualitas

Pelayanan

Dalam perkembangannya, para penguasa pemerintah cenderung mengingkari
komitmennya kepada masyarakat. Berbagai bukti sejarah telah menunjukkan betapa
harga sebuah komitmen antara pemerintah dan yang diperintah yang dilanggar harus
dibayar mahal dengan berbagai revolusi dan kemarahan rakyat. Pecahnya Revolusi
Perancis mewakili salah satu sekian banyak sejarah akibatypéengingkaran sebuah
komitmen antara pemerintah dan rakyat.

Semua ini disebabkan karena para penguasd‘jpemerintahan atau pemerintah
tidak mampu mengendalikan dirinya dalamvdnemegang kekuasaan. Kekuasaan
pemerintahan sering dilihat sebagai "ladang"” untuk mengeruk kepentingan dan nafsu
pribadi. Thompson (dalam Thoha; 1995 92) mengatakan bahwa "birokrasi tidak
mengenal belas kasihan, tidak“pula mengenal cinta kasih”. hal ini tentunya
merupakan kesimpulap-daii bérbagai perilaku aparat pemerintah yang memang sering
melupakan "janjinya"\kepada masyarakat.

Fenomena™ini menggambarkan betapa rawannya eksistensi pemerintahan
terhadap berbagai penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan, yang karena itu
harus dibatasi. Nilai-nilai etis bagi aparat pemerintah merupakan suatu yang
conditioin quanon dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dengan meminjam istilah
Suryaningrat (1992 : 6), kinerja dengan demikian merupakan suatu "pagar" bagi

aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
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Dalam kaitannya dengan pelayanan yang diberikan pemerintah, Rasyid
(1997 : 79) mengemukakan manfaat dari optimalisasi pelayanan adalah sebagai

berikut :

Pelayanan publik yang efisien dan adil akan secara langsung dapat
merangsang lahirnya respek masyarakat atas sikap profesional pada
birokrat sebagai abdi masyarakat (servant leaders). Pada tingkat tertentu
kehadiran birokrat yang melayani masyarakat secara tulus akan mendorong
terpeliharanya iklim kerja keras, disiplin dan kompetitif.

Dengan demikian layanan publik yang berkualitasy, selain” dapat memberi
kepuasan bagi masyarakat juga bermanfaat terhadap Jcitrel-aparat pemerintah itu
sendiri. Mengingat semakin pentingnya kualitas peldyanan, organisasi publik dituntut
dapat menterjemahkan kebutuhan dan tuntutan publik, sehingga produk layanan

kepada masyarakat bisa dirasakan pleh setiap orang pada saat dibutuhkan dalam

jumlah dan mutu yang memadai,

Tidak jarang keluhian’~disampaikan kepada masyarakat sebagai wujud
kekecewaannya terhadap produk layanan yang diberikan oleh pemerintah. Pelayanan
yang lambap,itiefisiensi dan birokratis serta pungli telah menjadi ciri khas aparat
pemerintah “0i mata masyarakat. Persepsi masyarakat yang demikian sangatlah
kontradiksi dengan opini masyarakat terhadap eksistensi birokrasi swasta, yang sering
dinilai cepat, efisiensi dan bermutu.

Fenomena tersebut semakin memperjelas betapa urgennya penerapan nilai-nilai
etika bagi eksistensi aparat pemerintah. Kinerja pegawai merupakan syarat mutlak

yang diharapkan mampu memberikan acuan dan pembatas bagi perilaku aparat
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pemerintah dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam mengemban misi
pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Sucherly dan Hidayat. (1986 : 63) menyoroti sikap pegawai dalam
pelaksanaan tugas yang intinya cenderung berorinentasi kepada kegiatan dan
pertangungjawaban. Aparat pemerintah menurut mereka telah mengabaikan orientasi
kepada hasil dan kualitas layanan yang mengemukakan bahwa :

Produktivitas pegawai negeri masih dipengaruhi oleh gaya.manajemen dan
kepuasan jabatan. Pegawai negeri Indonesia sekarang cendefung memilih ”
rasa aman ”, sehingga mempengaruhi motif prestasityang kurang mendorong
lahirnya perbaikan produktivitas. "Rasa cemas, akan gagal” relatif tinggi,
sehingga pegawai negeri tak berani mengambilgsikountuk berbuat lebih.

Aparatur pemerintah harus menjadi saluran® atau jembatan pengabdi dan
melaksanakan kepentingan umum dengan penuh dedikasi dan loyalitas. Dengan
demikian, sikap dan perilaku aparat'pemerintah seharusnya tidak menyalahgunakan
kekuasaan, mencari kesempatarhdalam kesempitan, aji mumpung dan sebagainya.
Suradinata (1998 : 189)4nehgatakan bahwa :

Penyelenggaraan/pemerintahan adalah suatu kegiatan yang erat kaitannya
dengan manUsia-dan kemanusiaan. Karena itu perbuatan kepemerintahan tidak
bisa meleépaskan diri dari kewajiban "etik dan moral”, baik antar pemerintah
dan rakyatnhya, antara lembaga-lembaga pemerintah sendiri, antara pejabat-
pejabat-pemerintah dan antara lembaga/pejabat pemerintah dan pihak ketiga.

Kinerja Aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat mengandung sejumlah
nilai tertentu yang memberikan ciri kepada pekerjaan aparat pemerintah dalam
melaksanakan tugasnya, menyangkut pada sistem nilai-nilai, yaitu apa yang pantas
dan apa yang tidak pantas, suatu masyarakat, karena itu kinerja terkait dengan

birokrasi dalam menjalankan tugasnya secara optimal adalah kinerja birokrasi

pemerintahan, sebagaimana ditunjukkan bahwa pekerjaan administratif itu tidak
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hanya menyangkut pekerjaan fisik tetapi juga menyangkut proses berfikir dan
pengambilan keputusan seseorang pada posisinya yang tertentu itu.

Secara lebih tegas hubungan antara kinerja aparatur dengan kualitas pelayanan
dapat dilihat dari pendapat Rasyid (1997 : 73) yang mengatakan bahwa "Salah satu
faktor yang mempengaruhi secara signifikan kemampuan birokrasi dalam
menjalankan tugasnya secara optimal adalah kinerja birokrasi yang bersangkutan™.
Dikaitkan dengan pendapat yang menyatakan bahwa tugas pokek pemerintahan
adalah melayani masyarakat (pelayanan publik) maka dapat\dikatakan bahwa kinerja

aparatur berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada nasSyarakat.

B. Kerangka Berpikir

Tujuan Dinas Pertanian dan ®ehutanan Kota Bau-Bau adalah memberikan
layanan publik. Indikator untuk mengukur baik tidaknya layanan publik adalah

Kinerja yang dikaji dari beéberapa‘dimensi yaitu :

1. Ketepatan.waktt; dalam arti bahwa pelaksanaan pelayanan umum dapat
diseléSaikan-dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

2. Keadifan yang merata, dalam arti cakupan/jangkauan pelayanan harus
terdistribusi secara merata

3. Keterbukaan, dalam arti bahwa semua proses pelayanan wajib diinformasikan

kepada masyarakat.
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4. Kesederhanaan, dalam arti bahwa  prosedur/tatacara  pelayanan
diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat tidak berbelit-belit, mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan.

5. Keamanan, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan dapat memberikan
keamanan dan kenyamanan serta memberikan kepastian hukum.

Keberhasilan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Bau-Bau untuk mencapai
kinerja yang tinggi dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu.

1. kemampuan dan keterampilan aparatur;

2. kebijakan dan peraturan;

3. sarana dan prasarana fisik;

Kebijakan otonomi daerah melalui"tyndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
memberikan otonomi yang sangat, luas-kepada kabupaten dan kota. Kebijakan ini
dalam rangka mengembalikan )kepercayaan masyarakat di daerah, memberikan
peluang pendidikan pOlitiksdalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah,
percepatan pemBanguhan daerah, dan pada akhirnya diharapkan pula penciptaan cara
berpemerintahan yang baik (good governance).

Kesidpan aparatur merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan
kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya dengan
baik. Karena pelaksanaan pemerintahan sangat tergantung pada manusia sebagai
pelaksananya. Begitu juga dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam
pelaksanaannya sangat tergantung pada aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Seperti dikemukakan oleh Manulang (1973 : 193) bahwa :
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Keberhasilan suatu organisasi baik besar maupun kecil bukan semata-mata
ditentukan oleh sumber daya yang tersedia, akan tetapi banyak ditentukan oleh
kualitas Sumber Daya manusia yang berperan merencanakan, melaksanakan,
dan mengendalikan orang-orang bersangkutan.

Kinerja Aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat mengandung sejumlah
nilai tertentu yang memberikan ciri kepada pekerjaan aparat pemerintah dalam
melaksanakan tugasnya. Kumorotomo (1992 : 326). Penilaian kinerja pelayanan
publik amat penting bagi suatu organisasi, dengan kegiatan tersebut suatu organisasi
dapat melihat sampai sejauh mana faktor manusia dapat“\menunjang tujuan suatu
organisasi. Melalui penilaian Kkinerja pelayanan, Grgdnisasi dapat memilih dan
menempatkan orang yang tepat untuk menddduki. statu jabatan tertentu secara
subyektif.

Pentingnya penilaian Kinerja~pefayanan publik juga dapat dilihat dari
kacamata pendidikan dan _pengembangan pegawai. Artinya, suatu organisasi
menggunakan penilaiandkinefja” sebagai alat untuk menentukan apakah pegawai
tertentu membutuhkan, /Suatu keterampilan (skill) baru atau tidak ? apakah
keterampilan.yang “dimiliki masih mengikuti perkembangan organisasi yang ada ?
apakah organisasi secara keseluruhan membutuhkan keterampilan baru agar dapat
eksis dalam kompetisi. Mengutip pendapat Taliziduhu Ndraha (2001 : 240) bahwa
berdasarkan teori tentang pertanggung jawaban pemerintahan, dapat di konstruksikan

pengertian Kinerja pemerintahan, yaitu :

Dari sudut accountability kinerja pelayanan adalah pelaksanaan tugas/perintah
(task accomplishment), dari segi obligation kinerja adalah kewajiban untuk
menepati janji (penepatan janji) dan dari segi cause, kinerja adalah proses
tindakan (prakarsa) yang diambil menurut keputusan batin berdasarkan pilihan
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bebas pelakuk pemerintahan yang bersangkutan dengan kesiapan memikul
segala resiko (konsekuensi)nya.

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari suatu orgainisasi, maka
dipandang perlu untuk melakukan suatu kegiatan evaluasi (penilaian). Penilaian
Kinerja amat penting bagi suatu organisasi, dengan kegiatan tersebut suatu organisasi
dapat melihat sampai sejauh mana faktor manusia dapat menunjang tujuan suatu
organisasi. Melalui penilaian kinerja, organisasi dapat memilili~dan menempatkan

orang yang tepat untuk menduduki suatu jabatan tertentu secara, obyektif.

Pengukuran Kkinerja merupakan metode untuk, Mesiai kemajuan yang telah
dicapai dibandingkan dengan tujuan yang ,telah .ditetapkan. Pengukuran Kinerja
digunakan untuk penilaian atas keberhasilan,” kegagalan pelaksanaan kebijakan,
program dan kegiatan sesuai dengan ‘sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan visi dangmiisiinstansi pemerintah.

Menurut Pareek (1984":,143) bahwa :

Adalah «penfing” sekali bahwa organisasi memperhatikan kebijakan
promosinyas Jika promosi dirasakan hanya atas dasar pertimbangan pribadi
dan“bukan“atas dasar kecakapan, kemungkinan untuk memikul tanggung
jawab yang lebih tinggi, kebajikan, maka suasana umum dalam organisasi
akan -mengurangi motivasi kerja. Dalam suasana seperti itu, motivasi untuk
bekerja secara baik-baik terbilang rendah, dan orang-orang hanya akan
berusaha memenuhi kriteria dasar untuk mendapatkan promosi.

Pendidikan dan pelatihan menurut Waworuntu (1997 : 56) mempunyai tujuan
sebagai berikut :
(1) Menambah pengetahuan; (2) Menambah keterampilan pegawai;

(3) Mengubah dan membentuk sikap pegawai; (4) Mengembangkan
keahlian pegawai sehingga pekerjaan dapat dengan lebih cepat dan efektif;
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(5) Mengembangkan semangat, kemauan dan kesenangan kerja pegawai;
(6) Memperoleh pengawasan terhadap pegawai; (7) Mempertinggi
stabilitas pegawai.

Ketidakmampuan birokrasi publik dalam mempertanggung jawabkan sikap,
prilaku dan kebijakannya kepada publik baik dilihat dari perspektif tanggung jawab
subyektif (responsible), tanggung jawab obyektif (accountable) dan responsivitas
(responsiveness) menjadikan tidak saja kinerja penyelenggara pemerintahan dan
pelayanan publik menjadi jelek, tetapi juga masyarakat (publik)imenjadi tidak puas
atas layanan yang diberikan dan akibat lebih lanjut masyarakat'menjadi tidak percaya
lagi kepada pemerintahnya.

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan “telah terjadi pergeseran dari
paradigma rule government menjadi, good governance. Pemerintah dalam
menyelenggarakan pemerintahan,, pembangunan dan pelayanan publik (public
service) menurut paradigma_rule government senantiasa lebih menyandarkan pada
peraturan perundang-un@angan”yang berlaku. Berbeda dengan paradigma good
governance, dalam ‘penyeienggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan
publik tidak sematda-mata didasarkan pemerintahan (government) atau negara (state)

saja, tapi harus'melibatkan seluruh element, baik di dalam intern birokrasi maupun di

luar birokrasi publik (masyarakat).

Karakteristik/unsur utama penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dalam
pelayanan publik (good governance) menurut UNDP (United Nations Development

Programme) antara lain : participation, rule of law, transparancy, responsiveness,
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concensus, orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategic

vision.

Pemerintah yang didekatkan dengan yang diperintah (rakyat) akan dapat
mengenali apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan-keinginan dan
kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar. Karenanya kebijakan yang
dibuat akan dapat mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi rakyat
yang dilayaninya. Kemampuan birokrasi publik dalam mempertanggung jawabkan
sikap, prilaku dan kebijakannya kepada publik menjadikan kirierja penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik menjadi baik danmasyarakat (publik) menjadi
puas atas layanan yang diberikan dan akibat lebili lanjut masyarakat menjadi percaya

kepada pemerintahannya.

Sarana dan Prasarana adalat,mempengaruhi kinerja pada satu unit tertentu jika
sarana parasaran yang dimiliki“Glel unit organisasi tertentu memadai dan memenubhi
standard yang telah piemadai. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Bau-Bau telah
berusaha untuk memmiliki sarana dan prasarana untuk memberikan kenyamanan dalam
melakukan pelayarnan publik sesuai dengan kebutuhan.

Seperti” jumlah aparatur yang memberikan pelayanan, peralatan dan fasilitas
sarana prasarana cukup tersedia. Di lain pihak peralatan kerja sangat dibutuhkan
dalam menunjang aktivitas kedinasan maupun ke masyarakat, sebagaimana
dikemukakan oleh Kaho (1997 : 62) bahwa :

Peralatan disini adalah setiap benda atau alat yang dapat digunakan untuk

memperlancar pekerjaan atau kegiatan Pemerintah Daerah ... seperti alat-alat
kantor, alat-alat komunikasi dan transformasi dan sebagainya.
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Dengan demikian maka tersedianya sarana prasarana seperti mobil dinas
patroli, motor dinas patroli, komputer, palu tok dan ruang kerja dan kelengkapannya
justru akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Wyckof (dalam Tjiptono, 1996 : 59) menambahkan bahwa efektifitas pelayanan
publik, tingkat keunggulannya dinilai dari persepsi publik terhadap kualitas layanan,
bukan hanya dari nilai standar yang dibentuk institusi.

Pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu bentuk interaksi atau hubungan
antara penyedia layanan dan penerima layanan. Dengan Katalain dalam hubungan
pemerintahan terkandung makna adanya organisasi yang mernerintah dan masyarakat
yang diperintah. Gaspersz (1997 : 8) mengeinukakan dimensi kualitas pelayanan
meliputi : 1). Ketepatan waktu pelayanan. 2),Akurasi pelayanan. 3). Kesopanan,
keramahan dalam memberikan pelayanan. 4).Tanggung jawab. 5). Kelengkapan.
6).Kemudahan mendapatkan_pelayanan. 7). Variasi model pelayanan. 8). Pelayanan
pribadi. 9). Kenyamanan dalamm memperoleh pelayanan dan Atribut pendukung

pelayanan lainnya.

Secara, skemiatis model analisis yang akan dilakukan dalam mengkaji faktor
yang mempéngaruhi kinerja aparat terhadap pelayanan publik pada sektor kehutanan

dapat digambarkan dalam bentuk model sebagai berikut.
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Gambar : 2. 2 (Model Kerangka Pikir)

/ Kinerja Aparatur : \

1. Kemampuan dan
Keterampilan
Aparatur.

2. Kebijakan dan
peraturan yang
diterapkan

3. Saranadan
Prasarana Fisik
yang dimiliki

Waworuntu (1997 : 56)

( Pelayanan Publik : \

1. Ketepatan Waktu
2. Keadilaan yang

merata

3. Keterbukaan
4. Kesederhanaan

5.4, [Keamanan

(Gasperz, 1998 : 8),

N\ / X J

C. Definisi Konsep danQperasional

Kinerja aparat terhadap’Pelayanan Publik Sektor Kehutanan yakni :

1. Kinérjasapdratur terhadap pelayanan publik pada sektor kehutanan adalah
kualitas layanan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan kehutanan Kota
Bau-Bau yang dikaji dari beberapa dimensi yaitu : Ketepatan waktu, Keadilan
yang merata, Keterbukaan, Kesederhanaan, dan Keamanan.

2. Kemampuan dan keterampilan aparat adalah kemampuan dan keterampilan

aparatur terhadap layanan publik yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan
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Kehutanan Kota Bau-Bau dikaji dari dimensi yaitu pendidikan, keterampilan

dan pengalaman kerja.

3. Kebijakan dan Peraturan adalah kebijakan dan peraturan yang diterapkan
aparatur terhadap layanan publik yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan
Kehutanan Kota Bau-Bau dikaji dari dimensi yaitu pelayanan perijinan
penampungan dan penjualan kayu olahan dan penerbitan dokumen kayu

olahan yang diterapkan.

4. Sarana dan Prasarana Fisik adalah sarana dap”prasafana fisik yang dimiliki
oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota “Bau-Bau dikaji beberapa dimensi
yaitu sarana dan prasarana fisik yarig dimiliki oleh Bidang Kehutanan antara
lain : Bangunan Kantor Dipas Peftanian dan Kehutanan, Mobil patroli,
Palang penjagaan serta sarana perkantoran terdiri dari Meja, Kursi, Computer,

alat komunikasi patrpli,.dan lain-lain.

5. Pelayanan-Ruhlik-adalah salah satu jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas
Pertarian-dan Kehutanan Kota Bau-Bau kepada masyarakat sehingga dalam
orgarsasi pemerintah pelanggan adalah rakyat yang membutuhkan pelayanan

dari pemerintah.

6. Ketepatan Waktu adalah pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan

dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
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7. Keadilan yang merata, adalah cakupan/jangkauan pelayanan harus
terdistribusi secara merata.

8. Keterbukaan adalah bahwa semua proses pelayanan wajib diinformasikan
kepada masyarakat.

9. Kesederhanaan adalah prosedur/tatacara pelayanan diselenggarakan secara
mudah, lancar, cepat tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah
dilaksanakan.

10. Keamanan adalah proses serta hasil pelayanan dapat, imemberikan keamanan

dan kenyamanan serta memberikan kepastian.hukum.
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Tabel 2.2 : Operasional Variabel Penelitian :

No Variabel Dimensi Indikator
1.Kualifikasi Pendidikan dan
Variabel Kemampuan dan Kualifikasi jabatan
Keterampilan 2. Kompetensi staf
(X) Aparat 3. Jumlah Staf yang dibutuhkan

Kinerja Aparatur

Kebijakan dan

1.Kebijakan peraturan penebitan
dokumen kayu olahan dan non kayu
2.Kebijakan / peraturan  perijinan

Peraturan penampungan kayu dan penjualan
kayu
1. Ketersediaan Sarana prasarana fisik
operasional
Sarana dan 2. Ketersediaan Sarana Bangunan

Prasarana Fisik

3. Sarana mobil patoli kehutanan
4. PrasaranaTisk Palu Tok
Prasaranafisik alat komunikasi patroli

Variabel

(Y)

Pelayanan Publik

Ketepatan Waktu

1.Ketepdtan waktu Penerbitan dokumen
kayuv~ olahan dan non kayu yang
dilakukan oleh aparatur.

2./ Ketepatan waktu keluarnya ijin
penampungan dan penjualan kayu
yang  dilakukan  oleh  aparat
kehutanan.

3.Lama menunggu keluarnya penebitan
dokumen dan ijin penjualan /
penampungan kayu

Keadilan yang

1.Pelayanan aparatur kepada pengusaha
tentang penerbitan dokumen kayu

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

merata dan non kayu

2.Pelayanan aparatur kepada pengusaha
tentang perijinan penampungan dan
penjualan kayu

1.Penyampaian  informasi  kepada

Keterbukaan masyarakat.

2.Transparansi cara melayani
masyarakat/pengusaha

1.Pelayanan kepada masayarakat tidak

Kesederhanaan berbelit-belit

2.Pelayanan yang lancar, dan murah
atas jasa yang disediakan kepada
masayarakat

1.Penjelasan peraturan perijinan
penampungan dan penjualan kayu

Keamanan menjaminkan kepastian hukum.

2. Penjelasan kebijakan / peraturan
penerbitan dokumen kayu dan non
kayu kepastian hokum
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BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bidang pelayanan pemerintahan, yakni bagaimana
kinerja  aparatur terhadap sektor kehutanan dikota Bau-Bau dengan kualitas
pelayanan publik yang dilakukan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Bau-Bau
khususnya Bidang Kehutanan saat ini, maka desain penelitian- bersifat deskriptif
kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto (1996 : £208)~mengemukakan bahwa
“Penelitian deskriptif merupakan penelitians non hipotesis sehingga dalam

penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis”.

Menurut Hadari Nawawi (2001.°763) desain penelitian deskriptif yaitu
“Prosedur pemecahan masalah, yang*diselediki dengan menggambarkan/ melukiskan
keadaan subjek/objek peqelitian(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada

saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”.

Kaitanya dengan hal tersebut di atas, Taliziduhu Ndraha (1987 : 39) yang

menyatakaribahwa :

Penelitian deskriptif dapat juga bekerja pada hanya satu variabel, sama halnya
dengan penelitian eksploratif dan kasus. Perbedaannya ialah penelitian
deskriptif bermaksud meneliti dan menemukan informasi seluas-luasnnya
tentang variabel yang bersangkutan, sedangkan sasaran penelitian eksploratif
dan kasus diarahkan pada penemuan masalah penelitian. Penelitian deskriptif
tidak bermaksud mengidentifikasi hubungan antar variabel.
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Selanjutnya dinyatakan bahwa “Desain penelitian deskriptif mengadakan
deskripsi untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial.

Kebanyakan penelitian sosial bersifat deskriptif” (Nasution, 2001 : 24).
Sedangkan M. Mochtar (2000 : 126) menyatakan bahwa :

Pada desain atau metode deskriptif ini peneliti ingin mendapatkan gambaran
atau penjelasan (description) secara tepat tentang situasi, gejala, fenomena,
karakteristik, baik dari individu atau kelompok tertentu yang ditelitinya
sebagaimana adanya.

Jadi dapat dikatan bahwa penelitian dengan desairindeskriptif, pada umumnya
situasi yang dialami, atau hubungan, kegiatan, pgandangan, sikap yang menampak,
atau tentang suatu proses yang sedang berlafngstng, pengaruh yang sedang bekerja,
kelainan yang sedang muncul, kecenfertngan yang nampak, pertentangan yang
meruncing dan sebagainya. Dengén kata-1ain bahwa dengan desain deskriptif dalam
penelitian ini, akan diperoléh.garmbaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki
sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Kaitannya dengan hal ini, menurut Winarno
Surachmat (1978~ 131) desain penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri sebagai

berikut :

1) Memuaskan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang.
2) Data-data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian
dianalisis.

Hal ini berarti bahwa penelitian yang menggunakan desain deskriptif semata-
mata hanya akan melukiskan/ menggambarkan fenomena yang disoroti dalam

penelitian sebagaimana adanya, Demikian pula halnya dengan penelitian ini, yang
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akan menguraikan berbagai hal berkaitan dengan kinerja aparatur Dinas Pertanian

dan Kehutanan Kota Bau-Bau dalam penyelenggaraan good governance.

B. Populasi dan Sampel

1.  Populasi

Pengertian populasi menurut Sugiyono (1997 : 57) adalah Wilayah generalisasi
yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitgssdan karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajariy dan “kemudian ditarik

kesimpulannya.

Pendapat lain menyatakan bahwa Populasi” atau universe adalah keseluruhan
atau totalitas dari unit yang akan diteliti~karakteristiknya. Kondisinya, sifat-sifatnya

dan sebagainya. M. Mochtar, (2000 : 148).

Adapun populasi dalaropenelitian adalah aparatur, masyarakat dan pengusaha
yang bergerak dibidang, penampungan / penjualan kayu dan pemohon penerbitan
dokumen kayu hasilshutan kayu dan non kayu di wilayah Kota Bau-Bau dengan
jumlah 144%orang” yang mendapatkan pelayanan publik dari aparatur kehutanan

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Bau-Bau.

2. Sampel

Yang dimaksud dengan “Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi

sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian” Hadari Nawawi (2001:144).
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Kemudian Suharsimi Arikunto (1993:104) menjelaskan bahwa *“Sampel adalah

sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti”.

Menurut Saifuddin Azwar (1998:77), yang dimaksud dengan sampel adalah
“Sebagian dari populasi. Karena ia merupakan bagian dari populasi, tentulah ia harus

memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasinya”.

Ada beberapa alasan mengapa mempergunakan sampel. Alasan tersebut adalah
karena populasi terlalu besar, homogen, keterbatasan dapa, ténaga, dan waktu.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah_sampel Dertujuan (purposive
sample), artinya sampel yang dilakukan dengad cara’”mengambil subyek bukan
didasarkan atas strata random atau daerah« Tetagr didasarkan atas adanya tujuan
tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Muhadjir, Noeng (1993 : 28), yang
menyebutkan bahwa “Penelitianskualitatit umumnya mengambil sampel lebih kecil

dan pengambilannya cenderdngmemilih yang purposive daripada acak”.

Dengan keterhatasan waktu, dana, dan tenaga, serta sifat populasi penelitian
maka penarikaq “sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik
samplings terhadap sejumlah masyarakat yang menerima pelayanan administrasi
publik sektor Kehutanan pada Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Bau-Bau
dengan mengambil sebanyak 30 responden. Karena penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui Kkinerja aparat dalam pelayanan publik terhadap sektor kehutanan.
Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah aparat kehutanan dan
instansi terkait serta pengusaha yang dapat memberikan keterangan dan informasi,

sebanyak 13 orang terdiri dari :
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1. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Bau-Bau

2. Kepala Bidang Kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Bau-Bau
3. Petugas Lapangan Kehutanan

4. Satuan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan

5. POLHUT

6. Pengusaha / Masyarakat sebanyak 8 orang

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Sugiono (199¢/84), adalah “Suatu alat yang
digunakan untuk mengukur fenomena alani“maupun sosial yang diamati”. Dengan
kata lain instrumen merupakan alat atau-fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam
mengumpulkan data agar pekerjdan, lebii mudah dan hasilnya lebih baik. Dalam arti

lebih cermat, lengkap dan_sistématis, sehingga lebih mudah diolah.

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengambil dan
mengumpulkan“data atau informasi. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dari responden dan informen dengan menggunakan
kuisioner dan wawancara dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi
tentang kinerja aparatur terhadap pelayanan publik pada sektor kehutanan di Kota
Bau-Bau. Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan
kajian penelitian. Data sekunder ini diperoleh dengan menggunakan instrumen

pedoman review dokumen (document review).
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D. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik

sebagai berikut :

1. Kuesioner, yakni penyebaran angket / kuesioner kepada masyarakat dan
pengusaha yang mendapatkan pelayanan publik sektor kehutanan dilayani
oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Bau-Bau yang dilakukan dengan
cara memilih salah satu jawaban yang dianggap mengekati’dengan hal yang
ditanyakan, berupa pertanyaan-pertanyaan {yang~-berpengaruh terhadap

kualitas layanan yang diberikan.

2. Wawancara, yakni melakukan wawancara secara langsung kepada informen
terhadap fenomena-fenomena “yafig berhubungan dengan objek yang diteliti.
Dengan jumlah informen sebanyak 13 orang yang terdiri dari ; 1) Kepala
Dinas Pertanian dan-Kehutanan Kota Bau-Bau, 2). Kepala Bidang Kehutanan,
3.) Kepala SeksisPengamanan dan Pengawasan Hutan, 4). Petugas Lapangan
Kehutanan,*5). POLHUT, 6). Masyarakat dan Pengusaha yang bergerak

dibidang kehutanansebanyak 8 orang.

3. Dokumentasi, yakni mencatat data secara langsung dari dokumen, laporan

yang berkaitan dengan masalah penelitian.

E. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni

suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan kinerja
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aparatur terhadap pelayanan publik sektor kehutanan pada Kantor Dinas Pertanian
dan Kehutanan di Kota Bau-Bau setelah Kota Bau-Bau menjadi daerah otonom
sendiri.

Analisa data merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan dan
berguna dalam memecahkan masalah yang diteliti. Data yang bersifat kualitatif
digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dikelompokan kedalam kategori

untuk memperoleh kesimpulan.

Dalam penelitian deskriptif melakukan analisis <harnya Sampai pada tarap
deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan faktasSecara sistematis, sehingga dapat
lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkang¢Kesimpulan yang diberikan selalu
jelas dasar faktualnya sehingga semuanya_selalu dapat dikembalikan langsung pada

data yang diperoleh.

Setelah data terkurnptl, “data diolah dengan cara kualitatif yaitu
mengklasifikasikan jdawaban<awaban dari hasil wawancara dan dokumentasi.
Analisa data secarakualitatif ini sangat bermanfaat dalam mengatasi kekeliruan atau
kesalahan datawyang telah dikumpulkan maupun dari hasil penafsirannya. Karena
data-data perielitian tersebut dapat dianalisis berdasarkan kalimat-kalimat dan bukan

angka-angka.

Pengolahan data merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengumpulan data
termasuk didalamnya proses menganalisis data. Proses pengolahan dan analisis data
ini dimaksudkan untuk menggambarkan permasalahan sesuai dengan sasaran dan

tujuan penelitian serta akan diperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya sebagai laporan
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penelitian sekaligus untuk menentukan kesimpulan-kesimpulan yang relevan dengan

masalah penelitian.

Pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan
deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena
yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penekanannya pada usaha
menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.
Dalam menganalisis data penulis menggunakan kriteria penilaiap’Baik, cukup, dan
kurang. Dan cara kualitatif juga dalam pelaksanaannya selaluymempublikasikan hasil
penelitiannya agar terbuka bagi kritik dan saran,darisnsémua pihak terhadap hasil

penelitian yang dilaksanakan.

Menurut Muhajir (1993 : 32)“pengecekan keabsahan data dilakukan dengan
tiga kriteria yaitu : (1) kredibilitas; (2) dependabilitas; dan (3) konfirmabilitas.
Kredibilitas untuk mengeceK Kebenaran data yang terkumpul. Dalam hal ini
dilakukan pengecekan“agakah informasi yang terkumpul sesuai dengan apa yang
dimaksudkan... Tehnik Trianggulasi yang akan digunakana adalah teknik pemeriksaan
yang memanfaatkan penggunaan sumber (koesioner, wawancara, studi kepustakaan
dan arsip) Patton (dalam Moleong, 1988 : 178) mengatakan bahwa triangulasi dengan
sumber berarti membandingkan dengan mengecek bailk derajat kepercayaan suatu
informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode
kualitatif.

Dalam menguji keabsahan data pada penelitian ini peneliti melakukan

triangulasi pada informan awal dan informan guliran. Informan awal dari unsur

61
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



40851.pdf

aparatur : (Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Bau-Bau, Kepala Bidang
Kehutanan, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengamanan Hutan, Petugas Lapangan
Kehutanan), sedangkan informan guliran terdiri dari unsur non pemerintah. Informan
guliran unsur non pemerintah terdiri dari Tokoh masyarakat dan para pengusaha yang
bergerak dibidang kehutanan, terkait yang berhubungana dengan pokok masalah
yang diteliti.

Selanjutnya dengan dasar pengujian keabsahan datay. diatas peneliti
menggulirkan penelitian yang berawal dari : 1) permasalahan dan masalah dalam
penelitian ini, 2) mengarahkan ke sumberdata (informan awal, informan guliran dan
dokumen), 3) menentukan teknik pengumpulan{data,*4) merangkum dan memberikan
analisis sementara padadata/informasi yang diperoleh, 5) memastikan data dan
informasi yang diperoleh, 6) mengolahy-aienafsirkan dan menguji keabsahan data, 7)
meneyajikan dan menganaljsishdata”dalam diskusi akhir, dan 8) penulisan dan
penyampaian TAPM. Péngguliran ini dalam bentuk skema dapat dilihat sebagai

berikut :
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Gambar : 3. 3. SKEMA PENGGULIRAN PENELITIAN

Permasalahan :
Rendahnya Kualitas pelayanan
aparat Dinas Pertanian dan
Kehutanan Kota Bau-Bau yang
diterima oleh masyarakat yang
mengurus ijin seperti :

- Penampungan dan penjualan
kayu

- Penerbitan dokumen kayu
olahan.

Masalah :

SumberData :
- Informan Awal
- Informan Guliran
- Dokumen

l

- Koesioner
- Wawancara
- Dokumentasi

Teknik Pengumpulan Data :

A 4

1. Mengapa kinerja aparatur
terhadap pelayanan publik
sektor Kehutanan di Kota
Bau-Bau belum optimal

2.Mengapa upaya pemerintah
dalam peningkatan kinerja
terhadap pelayanan
publik sektor kehutanan di Kota
Bau-Bau belum optimal

Merangkum dan meng-
analisis sementara utk
dikonfirmasikan dgn
pihak lain

h 4

Data dan Informasi

A 4

- Pengolahan Data
- Pengujian Ke-
absahan data

Penyajian,
Analisis, dan
Diskusi Akhir

h 4

Penelitian <

Gambar : 3.3 Skema Pengguliran Penelitian
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dilakukan sebelumnya, kiranya

dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1). Pengaruh Kinerja Aparatur Dinas Pertanian dan Kehutanan ‘térhadap pelayanan
Publik pada sektor kehutanan yang dikaji dalam_bekerapa dimensi yaitu :
Kemampuan dan Keterampilan Aparat, Kebijakaw dar Peraturan, dan Sarana
prasarana fisik yang dianalisa berdasarkan® beberapa indikator dan sangat
berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik pada sektor kehutanan
yang langsung diberikan kepada masyarakat. Dari analisis data yang telah
diuraikan, pada beberapa-dirnensi terdapat pula kelebihan pada aspek keamanan
pada saat membefikdrn= pelayanan penebitan dokumen dan permohonan
penampungan,_danvpenjuala kayu kepada masayarakat/pengusaha, hal ini
disebabkap=larena aparatur dan masyarakat takut melanggar hukum. Dalam
menjalanKan fungsi pelayanan jika dilihat dari aspek teknis administrasi dan
manajemen, kinerja Dinas Pertanian dan Kehutanan khususnya Bidang Kehutanan
tidak menunjukan kinerja yang baik.

2). Upaya pemerintah yang dilakukan terhadap peningkatan kinerja yang dilakukan
oleh Kantor Dinas Petanian dan Kehutanan Kota Bau-Bau sebagai bagian dari

Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Bau-Bau untuk
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mengoptimalkan fungsi/proses pelayanan publik pada sektor Kehutanan, terus
memberikan perhatian serius tidak hanya menjadi slogan atau retorika belaka.
Apalagi dalam kondisi sekarang ini, pemerintah dituntut untuk memberikan bukti
nyata dan bukan hanya bualan belaka.

B. Saran

Untuk mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan kinerja aparatur

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Bau-Bau maka peneliti mefiyarankan beberapa

hal sebagai berikut :

1). Perlu pembinaan yang intensif bagi aparatur yang dilakukan oleh pemerintah
dengan mengikutkan para pegawai/aparatu pada: Diklat-diklat khusus kehutanan
untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan aparatur Dinas Pertanian dan
Kehutanan khususnya Bidang ‘Kehbianan, seperti memberikan pengetahuan
tentang “pelayanan publik’> dan bagaimana mengelola administrasi itu semestinya
sehingga berdaya géna-dan” berhasil guna, sehingga dapat diimplementasikan
dalam kegiatan pelaydnan publik.

2). Memaksimalkar-dalam upaya pengadaan prasarana dan sarana seperti Bangunan
Kantora\UPTD Kehutanan beserta perlengkapannya, ( mesin komputer, mesin
ketik manual, meja kursi dll.) pengadaan mobil patroli kehutanan sesuai dengan
mobil standar patroli yag diadakan oleh Departemen Kehutanan, serta mobil truk
yang berfungsi untuk mengakut hasil hutan yang ditangkap ( illegall ).

3). Perlu pengadaan pegawai yang mempunyai kualifikasi dibidang kehutanan
termasuk POLHUT, Penyuluh Kehutanan dan pihak pemimpin wilayah

hendaknya menempatkan pegawai/aparatur berdasarkan kompentsi yang dimiliki.
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK APARATUR :

1. Bagaiman pendapat Bapak/Ibu tentang keberadaan kualifikasi pendidikan yang
dimiliki oleh setiap Staf Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Bau-Bau
khususnya Bidang Kehutanan jika ditinjau dengan penempatan jabatannya.

2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu atas upaya pemerintah dalam meningkatkan
keterampilan / kompetensi yang dimiliki setiap staf

3. Bagaiman pendapat Bapak/lbu apakah penempatan staf / aparatur khususnya
dibidang kehutanan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan, Keta~Bau-Bau sudah
sesuai dengan tugas yang diserahkan.

4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan jumlah.staf yag ditempatkan dibidang
kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kdta/Bau-Bau

5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentahg’ penerapan kebijakan penerbitan
dokumen kayu dan non kayu dan rekomendasi ijin penjualan dan penampungan
kayu oleh Dinas Pertanian dan Kefiitanan Kota Bau-Bau

6. Bagaimana pendapat Bapak/ibu apakah sarana dan prasarana fisik yang dimiliki
oleh Dinas pertanian darrKehutanan sudah memadai.

7. Bagaimana pendapéat Bapak/lbu tentang dukungan komitmen pemerintah kota
atas pengadaan“sarana prasarana fisik yang ada dikantor Dinas Pertanain dan

Kehutanan
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK
PENGUSAHA/MASYARAKAT :

1.  Menurut Anda apakah pelayanan yang diberikan selesai sesuai waktu yang
ditentukan

2. Menurut Anda apakah setiap aparatur sudah belaku adil dan merata atas
pelayanan yang diberikan.

3. Menurut Anda bagaimana penyampaian informasi dan keterbukaan dalam
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat/pengusabd@=~atas penebitan
dokumen dan ijin penampungan dan penjualan kayu.

4. Menurut Anda Bagaimana prosedur pelayanan atas‘penerbitan dokumen dan
ijin penampungan dan penjualan kayu

5. Menurut Anda apakah setiap penerbitan €oKurmern dan ijin penampungan dan
penjualan kayu memiliki kekuatan hukurm

6. Menurut anda bagaimana dengari~Sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas

Pertanian dan Kehutanan Kofa Bau-Bau..
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Lembar Questioner :

Indentitas Responden

Nama

Pekerjaan

A. KEMAMPUAN DAN KETERAMPILAN/KOMPETENSI APARAT

1. Menurut Bapak / Ibu / Saudara (i) kualifikasi pendidikaiiyang dimiliki oleh
setiap Staf Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota BausBau-khususnya Bidang
Kehutanan sudah sesuai dengan kualifikasi jabatanhya.

Jawaban (a) (Sudah)
Jawabab (b), (Belum)

2. Menurut Bapak / Ibu / Saudara ‘(i) keterampilan / kompetensi yang dimiliki
setiap staf khusus dibidang kehutanan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kota Bau-Bau sudah seswuai dengan tugas yang diserahkan.

Jawaban (a) (Sudaii)
Jawabab (b), {Belum)

3. Menurut.Bapak / Ibu / Saudara (i) jumlah staf yag ditempatkan dibidang
kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Bau-Bau sudah cukup sesuai
dengan tugas yang dilaksanakan oleh Bidang Kehutanan.

Jawaban (a) (Sudah)
Jawabab b, (Belum)
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B. KEBIJAKAN PERATURAN

1. Menurut Bapak / Ibu / Saudara (i) kebijakan penerbitan dokumen kayu
olahan dan non kayu oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Bau-Bau
khususnya Bidang Kehutanan sudah sesuai prosedur yang ditetapkan.
Jawaban (a) (Sudah)

Jawaban b, (Belum)

2. Menurut Bapak / Ibu / Saudara (i) kebijakan penerbitan, dokumen kayu
olahan dan non kayu oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Bau-Bau
khususnya Bidang Kehutanan sudah adil dan merata,

Jawaban (a) (Sudah)
Jawabab (b), (Belum)

3. Menurut Bapak / Ibu / Saudara~{i) ~kebijakan penerbitan dokumen kayu
olahan dan non kayu oleli Dihas Pertanian dan Kehutanan Kota Bau-Bau
khususnya Bidang _Keéhutdanan sudah terbuka diinformasikan kepada
masyarakat.

Jawaban (a) (Sudaly)
Jawabab (b), (Betum)

4. Menurut-Bapak / Ibu / Saudara (i) Staf / Aparatur Bidang Kehutaann Dinas
Pertanian dan Kehutanan Kota Bau-Bau sudah memberikan layanan publik
dengan menjaminkan keamanan dan kepastian hukum bagi penerbitan
dokumen angkutan kayu olahan dan non kayu.

Jawaban (a) (Sudah)
Jawaban (b), (Belum)

5. Menurut Bapak / Ibu / Saudara (i) kebijakan prosedur perijinan penampungan

dan penjualan kayu yang direkomendasikan Dinas Pertanian dan Kehutanan
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Kota Bau-Bau khususnya Bidang Kehutanan sudah sesuai prosedur yang
ditetapkan.

Jawaban (a) (Sudah)

Jawabab b, (Belum)

6. Menurut Bapak / Ibu / Saudara (i) Staf / Aparatur Bidang Kehutaann Dinas
Pertanian dan Kehutanan Kota Bau-Bau sudah memberikan layanan publik
dalam keadaan adil dan merata, pada setiap jangkauan layanan rekomendasi
perijinan penampungan dan penjualan kayu.

Jawaban (a) (Sudah adil dan merata)

Jawaban (b), (Belum adil dan merata)

7. Menurut Bapak / Ibu / Saudara (i) Staf //Aparatur Bidang Kehutaann Dinas
Pertanian dan Kehutanan Kota Bau-Bau sudah memberikan layanan publik
atas rekomendasi perijinan pemdnpungan dan penjualan kayu, secara
sederhana dan tidak berbelit-belit.

Jawaban (a) (Sudah sedérhana)

Jawaban (b), (Beldmn sederhana)

8. Menurut Bapak /1bu / Saudara (i) kebijakan prosedur rekomendasi perijinan
penampungan dan penjualan kayu yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan
Kehutanan Kota Bau-Bau khususnya Bidang Kehutanan sudah menjaminkan
kepastian hukum atas rekomendasi ijin yang dikeluarkan.

Jawaban (a) (Sudah
Jawabab b, (Belum)
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C. SARANA FISIK
1. Menurut Bapak / Ibu / Saudara (i) Sarana dan Prasarana Fisik yang dimiliki
oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Bau-Bau khususnya Bidang
Kehutanan Bangunan Kantor sudah memadai.
Jawaban (a) (Sudah memadai)

Jawabab (b), (Belum memadai)

2. Menurut Bapak / Ibu / Saudara (i) Sarana dan Prasarana Fisik (Mobil Patroli)
dan alat transportasi lainnya yang dimiliki oleh Dings, Pertanian dan
Kehutanan Kota Bau-Bau khususnya Bidang Kehutanag=sudah memadai.
Jawaban (a) (Sudah memadai)

Jawabab (b), (Belum memadai)

3. Menurut Bapak / Ibu / Saudara (i)° Sarana dan Prasarana Fisik (Palu Tok)
dalam pelayanan penerbitan dokwmien yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan
Kehutanan Kota Bau-Bau khusdsrya Bidang Kehutanan sudah memadai.
Jawaban (a) (Sudah memadai)

Jawabab (b), (Beldin meiniadai)

4. Menurut Bapak 7/ Ibu / Saudara (i) Sarana dan Prasarana Fisik (Alat
Komupikasr Patroli) yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota
Bau-Baukhususnya Bidang Kehutanan sudah memadai.

Jawaban (a) (Sudah memadai)

Jawabab (b), (Belum memadai)

5. Menurut Bapak / Ibu / Saudara (i) Sarana dan Prasarana Fisik (peralatan
kantor : Komputer, Meja, kursi dll ) yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan
Kehutanan Kota Bau-Bau khususnya Bidang Kehutanan sudah memadai.
Jawaban (a) (Sudah memadai)

Jawabab (b), (Belum memadai)
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D. KINERJA

1. Menurut Bapak / 1bu / Saudara (i) Staf / Aparatur Bidang Kehutaann Dinas
Pertanian dan Kehutanan Kota Bau-Bau sudah memberikan layanan tepat
waktu.

Jawaban (a) (Sudah tepat waktu)
Jawaban (b), (Belum tepat waktu)

2. Menurut Bapak / Ibu / Saudara (i) Staf / Aparatur Bidang Kehutaann Dinas
Pertanian dan Kehutanan Kota Bau-Bau sudah memberikan layanan publik
sudah terbuka dalam semua proses pelayanan kepada pengusaha.

Jawaban (a) (Sudah terbuka)
Jawaban (b), (Belum terbuka)

3. Menurut Bapak / Ibu / Saudara (i) Staf+# Aparatur Bidang Kehutaan Dinas
Pertanian dan Kehutanan Kota Bau-Bau sudah memberikan layanan publik
dengan sederhana dalam semua proses‘pelayanan kepada pengusaha.

Jawaban (a) (Sudah terbula)
Jawaban (b), (Belumsterbuka)

4. Menurut Bapék# 1ou"/ Saudara (i) Staf / Aparatur Bidang Kehutaan Dinas
Pertanian, danjKeéhutanan Kota Bau-Bau sudah memberikan layanan publik
dapat“tnenjaminkan kepastian hukum dalam semua proses pelayanan kepada
pengusaha.

Jawaban (a) (Sudah terbuka)
Jawaban (b), (Belum terbuka)

5. Menurut Bapak / Ibu / Saudara (i) Staf / Aparatur Bidang Kehutaan Dinas
Pertanian dan Kehutanan Kota Bau-Bau sudah memberikan layanan publik
sudah adil dan merata dalam semua proses pelayanan kepada pengusaha.
Jawaban (a) (Sudah terbuka)

Jawaban (b), (Belum terbuka)
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